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EFEKTIVITAS PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH  
PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pengawasan 
Keuangan Daerah Yang Dilakukan Oleh Inspektorat Kota Makassar. Metode 
analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif, digunakan untuk 
menjelaskan pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Kota Makassar 
dan metode Analisis Efektivitas, digunakan untuk mengetahui efektivitas 
pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Kota Makassar, yaitu dengan 
menggunakan rasio perbandingan antara realisasi pengawasan dengan 
rencana pengawasan yang ditetapkan dengan dikali 100%, guna mengetahui 
tingkat efektivitas (hasil) yang dicapai untuk mencapai tujuan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh 
Inspektorat Kota Makassar telah berjalan sesuai dengan standar yang telah di 
tetapkan atau sudah efektif.  
 
Kata kunci: Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah  
 
LATAR BELAKANG 
Penerapan Otonomi daerah sebagai upaya untuk mendukung 
penyelenggaraan pemerintahan daerah secara proporsional diwujudkan 
dengan peraturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya daerah yang 
berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah 
sebagai sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Lebih 
khusus bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan 
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem 
pembiayaan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan 
daerah serta pemerataan antara daerah secara proporsional, demokratis, adil 
 dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah 
sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara 
penyelenggaraan kewenangan tersebut. 
Hakikat otonomi daerah yaitu berkenaan dengan pelimpahan wewenang 
pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan 
kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 
masyarakat, Sehingga konsekuensi dari pelaksanaan OTODA dan tuntutan 
pemerintahan daerah yang baik (good governance) adalah bahwa pemerintah 
daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan 
bertanggung jawab. upaya mewujudkan cita-cita pembangunan daerah, bangsa 
dan negara sebagaimana tersirat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945. 
Dalam kontek pembangunan daerah, kebijakan keuangan daerah 
senatiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya 
perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas azas 
kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berazaskan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945 dengan meningkatkan kemakmuran rakyat yang 
merata, namun dalam proses pelaksanaan otonomi daerah baik, aturan, 
kewenangan, serta mekanisme kerja yang telah ditetapkan tidaklah menjamin 
untuk dijalankan dengan baik, lagi-lagi realitas pembangunan menyatakan kita 
akan krisis moral oleh pelaksana pembangunan yang berujung pada 
kecenderungan adanya penyimpangan seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 
(KKN). 
 Berdasarkan semangat otonomi daerah dan tuntutan pemerintahan yang 
governance, maka diharapkan kepada setiap pemerintah daerah dan lebih 
khusus pemerintah daerah Kota Makassar agar dalam menjalankan tugas dan 
wewenang pembangunan daerah utamanya yang menyangkut dengan 
pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) agar 
semaksimal mungkin meningkatkan fungsi pengawasan secara efisien dan 
efektif dalam rangka membangun pemerintahan daerah yang governance demi 
mewujudkan cita-cita pembangunan nasional di daerah.  
Dengan dikeluarkannya peraturan daerah Kota Makassar No. VII Tahun 
2005 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Inspektorat kota 
Makassar, maka penamaan untuk Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) 
berubah menjadi Inspektorat. BAWASDA atau Inspektorat melakukan tugas 
dan fungsinya sebagai instansi yang melakukan pengawasan keuangan pada 
instansi / kantor (BUMD) milik pemerintah. pengawasan keuangan daerah yang 
dimaksudkan dalam penelitian ini difokuskan pada pengawasan keuangan 
daerah untuk sektor belanja pada Kota Makassar. 
 
RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka yang menjadi 
masalah pokok dalam penelitian ini adalah “Apakah Pengawasan Keuangan 
Daerah Yang Dilakukan Oleh Inspektorat Kota Makassar Sudah Efektif”? 
 
TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah “Untuk Mengetahui Efektivitas 






 TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengawasan 
Menurut Siagian (2010:319), adalah segenap kegiatan untuk 
meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan dilakukan sesuai 
dengan rencana yang telah ditentukan, kebijakan-kebijakan yang telah 
digariskan, dan perintah-perintah yang telah diberikan dalam rangka 
pelaksanaan kerja untuk mencapai target yang telah ditentukan. Kemudian 
Sarwoto (2010:94), mengatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan manajer 
yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan 
rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.  
Selanjutnya George R. Tery (2006:395) mengartikan pengawasan 
sebagai mendeterminasi yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi 
prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tidankan-tindakan korektif 
sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.  
Selain itu menurut Iman dan Siswandi (2009:195) mengemukakan 
bahwa pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-
tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara 
membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini 
menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan 
pengawasan. 
B. Keuangan Daerah 
Menurut Mamesah (2008: 18-19) keuangan daerah dapat diartikan 
sebagai hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang, demikian pula segala 
sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan 
daerah sepanjang belum dikuasai atau dimiliki negara atau daerah yang lebih 
tinggi atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku.  
Kemudian Pusdiklatwas (2007), Keuangan daerah adalah semua hak 
dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu 
berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 
 Selanjutnya Mamesah (2008), dalam kutipan buku Akuntansi Keuangan 
Daerah menyatakan bahwa keuangan daerah adalah sebuah hak dan 
kewajiban yang dapat di nilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa 
uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum 
dimiliki / dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak 
lain sesuai ketentuan / peraturan perundangan yang berlaku. 
 
METODE ANALISIS 
Analisis regresi bertujuan untuk mengukur hubungan statistik antara dua 
atau lebih variabel, dan meramalkannya dengan menggunakan persamaan 
regresi dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
Untuk menguji hipotesis yang telah di ajukan, maka metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif, digunakan untuk 
menjelaskan pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Kota Makassar. 
 
HASIL PENELITIAN 
A. Analisis Pengawasan Keuangan Daerah Oleh Inspektorat Kota 
Makassar 
Inspektorat kota Makassar melakukan pengawasan di beberapa kantor dinas 
diantaranya: 
1. Dinas pendidikan kota makassar 
2. Dinas kesehatan kota makassar 
3. Dinas sosial kota makassar 
4. Dinas perindustrian perdagangan dan penanaman modal 
5. Dinas pengelolaan kebersihan kota makassar 
6. Dinas perhubungan kota makassar 
7. Dinas tenaga kerja kota makassar 
 8. Dinas pekerjaan umum kota makassar 
9. Dinas kebudayaan dan pariwisata kota makassar 
10. Dinas catatan sipil kota makassar 
Inspektorat kota Makassar dalam melakukan pengawasan 
keuangan daerah  maka tentunya program/kegiatan pemeriksaan yang 
dilakukan tidak terlepas dari program/kegiatan pengelolaan/belanja. 
Adapun anggaran belanja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 
meliputi : 
1) Belanja Langsung adalah kegiatan belanja daerah yang di anggarkan 
dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan 
kegiatan pemerintah daerah. Terdiri dari : 
a. Belanja Pegawai, merupakan sesuatu yang harus dibayarkan oleh 
pemerintah kepada pegawai, tetapi apabila pegawai tidak 
melakukan pekerjaan maka upah tidak akan dibayarkan(dia 
bekerja/produktivitas dan berkaitan dengan tujuan organisasi). 
b. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian 
atau pengadaan yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) 
bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan 
kegiatan pemerintah daerah seperti belanja barang pakai habis, 
bahan atau material, jasa kantor, dan perawatan kendaraan 
bermotor. 
c. Belanja modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam 
rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap 
berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) 
 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam 
bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, 
irigasi, dan jaringan dan aset tetap lainnya. 
2) Belanja Tidak Langsung, adalah belanja yang tidak secara langsung 
terkait dengan produktivitas atau tujuan organisasi. Terdiri : 
a. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk 
gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan 
pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 
b. Belanja bunga, digunakan untuk menggambarkan pembayaran 
bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang 
berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, 
dan jangka panjang. 
B. Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Daerah 
Tahapan-tahapan yang di lakukan dalam pengawasan pelaksanaan 
keuangan daerah yaitu : 
1. Melakukan pemeriksaan apakah semua penerimaan dan pengeluaran 
daerah dilakukan melalui rekening kas daerah SKPD 
2. Melakukan pemeriksaan apakah transaksi pengeluaran/pembayaran 
atas beban APBD telah dilakukan berdasarkan Surat penyediaan Dana 
(SPD) atau DPA-SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan 
SPD ketersediaan anggaran kas, Surat Perintah Membayar (SPM) dan 
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 
 3. Melakukan pemeriksaan transaksi penerimaan, penyetoran dan 
pembukuan penerimaan pendapatan daerah pada SKPD yang diperiksa 
4. Melakukan transaksi penerbitan SPP, SPM, dan SP2D dan pelaksanaan 
pembayaran. Apakah telah sesuai prosedur dan didukung oleh bukti-
bukti yang lengkap dan sah serta dibukukan sesuai dengan sistem dan 
prosedur yang berlaku.  
Untuk melengkapi data analisis pengewasan pemeriksaan Inspektorat 
kota makassar, maka data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data untuk 
tiga tahun anggaran belanja satuan kerja perangkat daerah (SKPD). 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
1. Faktor yang mendukung pengawasan pelaksanaan SKPD di Kota Makassar 
adalah meliputi fasilitas yaitu sudah tersedianya sarana dan prasarana yang 
memadai sehingga mendukung pelaksanaan pengawasan, dan komitmen 
pimpinan serta pegawai Inspektorat Kota Makassar yang bersikap 
profesional dalam melaksanakan tugas, fungsi serta kewenangannya sudah 
menunjang fungsi pengawasan yang dilakukan. 
2. Bahwa pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota 
Makassar terhadap anggaran belanja satuan kerja perangkat daerah 
(SKPD) untuk tahun anggaran masing-masing 2013, 2014, dan 2015 telah 
mencapai kriteria Efektif. 
Saran 
1. Untuk Pimpinan Inspektorat kota Makassar selaku toop leader agar lebih 
meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan anggaran belanja perangkat 
 daerah dengan meningkatkan mutu kinerja para pegawai dalam 
pengelolaan anggaran. 
2. Untuk Pimpinan Bawasda/Inpektorat kota Makassar selaku toop leader agar 
lebih meningkatkan efektivitas pengawasan khususnya pengawasan 
keuangan daerah, dengan meningkatkan mutu kinerja pegawai Inspektorat 
kota Makassar. 
3. Kepada peneliti selanjutnya, agar dapat memperoleh informasi yang lebih 
efektif lagi Jadi, penulis berharap agar peneliti selanjutnya dapat menambah 
responden atau informan untuk menggali banyak informasi mengenai 
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